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Abstract: This study aims to analyze the implementation of policies to meet sustainable food 

needs, identify factors causing low food crop productivity, and formulate effective policy 

implementation strategies at the Food Security and Agriculture Office of South Barito Regency. 

This study uses a qualitative approach with a case study method within the constructivism 

paradigm. Data collection was conducted through in-depth interviews with policy 

implementers and farmers, field observations, and a review of regional agricultural 

development policy and planning documents. Data analysis was conducted using George C. 

Edward III's policy implementation theory, which includes aspects of communication, 

resources, disposition, and bureaucratic structure, which are linked to the 5M agricultural 

production factors (man, money, method, machine, and market). Furthermore, the results of 

the analysis were synthesized through a SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats) to formulate strategies for implementing policies to meet sustainable food needs. 

The results show that the implementation of policies to meet sustainable food needs in South 

Barito Regency has been normatively supported by adequate regulations and institutional 

structures, but has not been effective in increasing food crop productivity. Limited top-down 

policy communication, resource inequalities and limitations, weak mentoring and extension 

methods, low farmer motivation, and fragmented bureaucratic coordination are key 

weaknesses. On the other hand, the availability of potential land, national policy support, and 

opportunities for developing agricultural mechanization and markets represent strengths and 

opportunities that have not been optimally utilized. Low food crop productivity is the result of 

a complex interaction between internal and external policy factors. 

 

Keywords: Policy Implementation, Sustainable Food Needs Fulfillment, Food Crop  

                    Productivity, Edward III, Local Government 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan 

kebutuhan pangan berkelanjutan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya 
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produktivitas tanaman pangan, serta merumuskan strategi implementasi kebijakan yang efektif 

di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam paradigma 

konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur 

pelaksana kebijakan dan petani, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan 

perencanaan pembangunan pertanian daerah. Analisis data dilakukan menggunakan teori 

implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dikaitkan dengan faktor produksi pertanian 5M 

(man, money, method, machine, dan market). Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis 

melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) untuk merumuskan 

strategi implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di 

Kabupaten Barito Selatan secara normatif telah didukung oleh regulasi dan struktur 

kelembagaan yang memadai, namun belum efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

pangan. Keterbatasan komunikasi kebijakan yang masih bersifat top-down, ketimpangan dan 

keterbatasan sumber daya, lemahnya metode pendampingan dan penyuluhan, rendahnya 

motivasi petani, serta fragmentasi koordinasi birokrasi menjadi faktor kelemahan utama. Di 

sisi lain, ketersediaan lahan potensial, dukungan kebijakan nasional, serta peluang 

pengembangan mekanisasi dan pasar pertanian merupakan faktor kekuatan dan peluang yang 

belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya produktivitas tanaman pangan merupakan 

hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal kebijakan. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berkelanjutan,  

                          Produktivitas Tanaman Pangan, Edward III, Pemerintah Daerah 

 

 

PENDAHULUAN 

Kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan merupakan salah satu agenda 

strategis nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup 

masyarakat, stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani, serta ketahanan nasional suatu negara. 

Pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai hak asasi 

yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan landasan 

konstitusional bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan yang 

cukup, aman, bermutu, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan 

telah dituangkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional. Salah satu regulasi utama 

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa 

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, 

merata, dan berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting seperti 

ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan, diversifikasi 

pangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional. 

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya 

pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. 

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya menjaga 

keberlangsungan lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan 
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pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, maupun infrastruktur perkotaan telah menjadi 

salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian produktif di 

berbagai daerah. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya kapasitas 

produksi pangan nasional. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi ini sangat penting untuk 

menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan sehingga produktivitas tanaman 

pangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

Kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan juga tidak terlepas dari peran 

petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani terhadap risiko gagal 

panen, fluktuasi harga, perubahan iklim, serta keterbatasan akses terhadap sarana produksi 

pertanian. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong peningkatan kapasitas petani melalui 

pendidikan, pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan petani. 

Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan tersebut, diharapkan petani mampu 

meningkatkan produktivitas usahataninya secara optimal dan berkelanjutan. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 bertujuan menjadi arah kebijakan pembangunan 

pertanian nasional guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan melalui peningkatan 

produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian. Regulasi ini juga 

menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia pertanian, penerapan inovasi 

teknologi, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 

2045. 

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penetapan Peta Rencana Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tujuan Peraturan ini disusun untuk: 1. Melindungi 

lahan pertanian pangan agar tidak terus berkurang akibat alih fungsi lahan. 2. Menjamin 

ketersediaan lahan pertanian guna mendukung ketahanan dan kemandirian pangan daerah. 

Menjadi pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian LP2B di 

Kabupaten Barito Selatan. Pokok-Pokok Pengaturan 1. Penetapan Kawasan dan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan dan lahan yang 

harus dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan, Evaluasi kawasan dilakukan paling 

sedikit 1 kali dalam 5 tahun. 2. Luasan LP2B dan LCP2B Peraturan ini menetapkan: 1. LP2B 

(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 4.764,47 hektar. 2. LCP2B (Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 1.097,53 hektar. 3. Kriteria Penetapan Lahan yang 

ditetapkan sebagai LP2B harus: 1. Berada dalam hamparan lahan yang mendukung 

produktivitas. 2. Memiliki kesesuaian teknis untuk pertanian pangan. 3. Didukung infrastruktur 

dasar. 4. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 4. Hak dan Kewajiban Petani, 

petani memperoleh perlindungan dan dukungan pemerintah, namun juga berkewajiban 

menjaga fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B. 5. Insentif Pemerintah 

Daerah dapat berupa: pengembangan infrastruktur pertanian, dukungan penelitian dan 

pengembangan benih unggul, kemudahan akses teknologi dan informasi, penyediaan sarana 

dan prasarana pertanian, penghargaan bagi petani berprestasi. 6. Pengendalian Alih Fungsi 

Lahan, alih fungsi LP2B dibatasi dan diawasi secara ketat. Setiap perubahan fungsi lahan harus 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pendanaan pelaksanaan 

perlindungan LP2B bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan. Sumber lain yang sah 

sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Peran Serta Masyarakat, Masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam: perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pengawasan, 

pemberdayaan, pembiayaan. 

Perbup Nomor 56 Tahun 2022 merupakan dasar hukum Kabupaten Barito Selatan untuk 

melindungi lahan pertanian pangan agar tetap tersedia secara berkelanjutan, menjaga ketahanan 
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pangan daerah, mengendalikan alih fungsi lahan, serta memberikan dukungan dan insentif 

kepada petani melalui penetapan LP2B seluas 4.764,47 hektar dan LCP2B seluas 1.097,53 

hektar. 

Dalam implementasinya, kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan masih 

menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah 

rendahnya produktivitas tanaman pangan di beberapa daerah akibat keterbatasan infrastruktur 

pertanian, rendahnya kualitas sumber daya manusia petani, keterbatasan penggunaan teknologi 

pertanian modern, serta perubahan iklim yang berdampak terhadap pola tanam dan hasil 

produksi pertanian. Selain itu, masih terjadi ketimpangan distribusi sarana produksi seperti 

pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta akses permodalan bagi petani kecil. 

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah semakin berkurangnya generasi muda 

yang tertarik bekerja di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan menurunnya regenerasi 

petani. 

Kebijakan swasembada pangan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik 

dan terintegrasi, melibatkan diversifikasi komoditas pertanian, adopsi teknologi pertanian 

modern, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Diversifikasi komoditas, 

seperti yang diungkapkan oleh Wanger et al. (2024), dapat meningkatkan ketahanan pangan 

dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan memperbaiki pendapatan 

petani. Selain itu, pendekatan agroekologi yang menekankan keberagaman sistem pangan, 

seperti yang dijelaskan Frison (2016), juga menawarkan solusi berkelanjutan untuk menjaga 

kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati. 

Kebijakan pemerintah yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti yang dibahas Schattman (2020), dapat 

mempercepat transisi menuju sistem pangan yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, 

penerapan rantai pasokan pangan pendek, yang diperkenalkan oleh Petruzzelli et al. (2023), 

memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi dampak lingkungan dari distribusi pangan. Semua 

kebijakan ini harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti 

yang diteliti oleh Starck et al. (2023), yang menunjukkan pentingnya daur ulang fosfor untuk 

mengurangi ketergantungan pada input eksternal dan memastikan keberlanjutan pangan di 

masa depan. 

Studi Gustaman (2019) menunjukkan bahwa kebijakan yang mengintegrasikan 

pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur pertanian yang tepat dapat meningkatkan 

produktivitas tanaman pangan di tingkat lokal. Namun, banyak kebijakan yang ada cenderung 

tidak cukup memperhatikan aspek teknis dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk 

memastikan keberlanjutan hasil pertanian. Penelitian oleh Fadly dan Noor (2021) juga 

mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan akses 

terhadap teknologi pertanian dapat mendorong peningkatan hasil pertanian yang signifikan. 

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan fokus pada kebijakan lokal dan analisis 

implementasinya dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Barito Selatan. 

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dalam memahami kebijakan pemenuhan 

kebutuhan pangan berkelanjutan di tingkat lokal dan bagaimana kebijakan tersebut dapat 

diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Barito Selatan. 

Dengan mengisi gap yang ada dalam literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan baru bagi pembuat kebijakan dan praktisi pertanian di Indonesia serta memberikan 

saran yang lebih terarah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi pusat pelaksanaan kebijakan 

kebutuhan pangan. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu 
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mengeksplorasi implementasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan 

yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme karena bertujuan 

untuk memahami kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan dengan menggali 

makna dan pemahaman subjektif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti petani, dan 

pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta anggota DPRD Kabupaten Barito 

Selatan. Dengan menghargai keberagaman perspektif dan pengalaman, paradigma 

konstruktivisme mendukung penelitian ini untuk menggambarkan realitas yang kompleks dan 

kontekstual, serta memperoleh pemahaman yang kaya dan holistik tentang kebijakan 

swasembada pangan yang sedang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami 

fenomena secara mendalam melalui deskripsi detail berdasarkan kondisi nyata di lapangan 

(Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu 

menggambarkan secara rinci implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan 

berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan. Fokus penelitian mencakup 

berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan strategi di lapangan, 

hingga evaluasi dampaknya terhadap produktivitas tanaman pangan dan keberlanjutan 

kebijakan di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam 

implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito 

Selatan. Subjek meliputi pejabat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito 

Selatan, anggota DPRD, penyuluh pertanian dan petani. Objek penelitian adalah fokus utama 

atau aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah implementasi kebijakan 

pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tanaman 

pangan yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Barito Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat di Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, anggota DPRD, penyuluh pertanian dan 

petani. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menyampaikan berbagai pengalaman empiris terkait pelaksanaan kebijakan 

swasembada pangan di Kabupaten Barito Selatan. Pengalaman tersebut diperoleh dari aktivitas 

bertani yang telah dijalani selama bertahun-tahun, interaksi dengan penyuluh pertanian, serta 

keterlibatan dalam kegiatan kelompok tani di wilayah desa tempat tinggalnya. 

Informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya program dan kebijakan 

swasembada pangan dari pemerintah daerah melalui penyampaian penyuluh pertanian dan 

media massa. Informasi mengenai tujuan dan arah kebijakan dinilai cukup mudah dipahami. 

Sosialisasi dan pendampingan terkait kebijakan tersebut disebutkan telah dilakukan beberapa 

kali dalam setahun, sehingga membantu petani memahami pesan dan maksud program yang 

dijalankan pemerintah. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, informan menyampaikan bahwa pesan dan tujuan 

program pada umumnya disampaikan dengan cukup jelas. Penyuluh pertanian dinilai aktif 

memberikan informasi secara langsung kepada petani melalui pertemuan kelompok tani 

maupun kunjungan lapangan. Informan menilai bahwa komunikasi antara petani dan penyuluh 

selama ini berjalan baik dan tidak ditemukan kendala yang berarti dalam penyampaian 

informasi. 

Terkait dukungan sumber daya, informan menuturkan bahwa pemerintah telah 

memberikan bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk bersubsidi. Bantuan tersebut 

dinilai cukup membantu dalam menunjang kegiatan usahatani dan meningkatkan produktivitas 

tanaman pangan. Namun demikian, informan mengungkapkan bahwa proses pengadaan dan 
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penyaluran bantuan terkadang mengalami keterlambatan dari jadwal tanam yang direncanakan 

petani, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan budidaya. 

Informan juga mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga penyuluh di wilayah desa 

dinilai sudah terpenuhi, di mana satu orang penyuluh mendampingi satu desa. Kehadiran 

penyuluh dirasakan sangat membantu petani, baik dalam memberikan bimbingan teknis 

maupun dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan petani kepada pihak terkait. 

Meskipun demikian, informan menilai bahwa pelatihan dan sekolah lapang pertanian masih 

perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan penerapan teknologi pertanian modern. 

Dalam konteks kondisi sumber daya dan lingkungan, informan menyampaikan bahwa 

kondisi lahan pertanian yang dikelola masih cukup subur, namun belum didukung oleh sistem 

irigasi teknis yang memadai. Pada musim hujan, lahan pertanian sering terdampak banjir, 

sedangkan pada musim kemarau lahan mengalami kekeringan. Kondisi tersebut memengaruhi 

stabilitas produksi dan menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas tanaman 

pangan secara berkelanjutan. 

Dari sisi sikap terhadap kebijakan, informan menuturkan bahwa dirinya sangat 

mendukung program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah. Bertani dipandang 

sebagai bagian dari kebiasaan dan sumber penghidupan keluarga yang harus terus dijaga. 

Informan menyampaikan bahwa motivasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan 

sangat tinggi, terlebih apabila pemerintah terus memberikan pendampingan, bantuan sarana 

produksi, serta jaminan perlindungan terhadap risiko gagal panen. 

Dari perspektif kelembagaan, informan memandang bahwa koordinasi antara kelompok 

tani, penyuluh, pemerintah desa, dan dinas pertanian pada umumnya berjalan cukup baik. 

Mekanisme penyaluran bantuan dinilai relatif jelas dan terkoordinasi, meskipun tidak semua 

desa atau kelompok tani menerima bantuan setiap tahun. Ke depan, informan berharap 

pemerintah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dengan 

melibatkan petani secara lebih aktif sebagai subjek dan objek pembangunan pertanian, disertai 

perbaikan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, ketersediaan alat mesin 

pertanian, serta penguatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani dan penyuluh. 

 
Tabel 1. Matriks Edward III dan analisis strategi kebijakan menggunakan pendekatan strengths, 

weaknesses, opportunities dan threats. 

Aspek Edward 

III 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

Komunikasi Pola komunikasi 

dua arah antara 

pemerintah pusat, 

provinsi, dan 

pemerintah daerah 

telah terbentuk, 

serta didukung 

peran penyuluh 

pertanian yang aktif 

dalam menyampaik 

an kebijakan 

langsung kepada 

petani. 

Kejelasan dan 

konsistensi pesan 

kebijakan belum 

optimal, frekuensi 

sosialisasi terbatas, 

dan pemanfaatan 

media komunikasi 

berbasis teknologi 

masih rendah, 

sehingga 

pemahaman 

kebijakan belum 

merata. 

Perkembangan 

teknologi informasi 

dan perhatian 

pemerintah terhadap 

transformasi digital 

sektor pertanian 

membuka peluang 

penguatan 

komunikasi 

kebijakan yang 

lebih 

cepat dan luas. 

Rendahnya literasi 

digital petani, 

keterbatasan 

infrastruktur 

jaringan di wilayah 

pedesaan, serta 

potensi distorsi 

informasi akibat 

lemahnya 

koordinasi lintas 

sektor. 

Sumber Daya Ketersediaan 

sumber daya 

manusia aparatur 

dan penyuluh 

pertanian 

secara kuantitatif 

relatif memadai, 

Kualitas dan 

Kompetensi teknis 

SDM belum merata, 

distribusi sarana 

prasarana belum 

seimbang, kondisi 

jalan usaha tani 

kurang memadai, 

Dukungan 

Program nasional 

swasembada pangan 

dan 

peluang kerja sama 

dengan pihak 

swasta, lembaga 

keuangan, dan mitra 

Ketergantung 

an pada alokasi 

anggaran 

pemerintah pusat, 

fluktuasi 

fiskal daerah, serta 

meningkatnya 

kebutuhan sumber 
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serta adanya 

dukungan anggaran 

dan sarana 

prasarana dasar 

pertanian. 

serta keterbatasan 

anggaran 

operasional. 

Pembangunan 

lainnya. 

daya akibat 

perubahan 

iklim dan dinamika 

harga input 

pertanian. 

Disposisi / 

Sikap 

Pelaksana 

Komitmen normatif 

aparatur dan 

orientasi pada 

kesejahteraan petani 

serta kedaulatan 

pangan nasional 

menjadi dasar sikap 

pelaksana 

kebijakan. 

Pemahaman 

pelaksana terhadap 

tujuan, sasaran, dan 

langkah kebijakan 

belum seragam, 

serta tingkat 

motivasi bervariasi 

dan minimnya 

sistem insentif 

berbasis 

kinerja. 

Penguatan 

kepemimpinan 

birokrasi, 

pengembangan 

budaya kerja 

berbasis kinerja, 

serta reformasi 

manajemen aparatur 

membuka peluang 

peningkatan 

disposisi pelaksana. 

Kejenuhan 

birokrasi, tingginya 

beban kerja, rotasi 

dan mutasi pegawai, 

serta lemahnya 

pengawasan 

internal yang 

berpotensi 

menurunkan 

motivasi pelaksana. 

Struktur 

Birokrasi 

Pembagian tugas 

dan 

Fungsi organisasi 

relatif jelas, serta 

ketersediaan 

regulasi dan SOP 

sebagai pedoman 

pelaksanaan 

program 

swasembada 

pangan. 

Prosedur birokrasi 

Masih cenderung 

berbelit, 

memperlamb at 

pengambilan 

keputusan dan 

koordinasi lintas 

sektor, serta adanya 

tumpang tindih 

tugas dan ego 

sektoral antarunit 

kerja. 

Agenda reformasi 

birokrasi dan 

digitalisasi tata 

kelola 

Pemerintahan 

membuka peluang 

peningkatan 

efisiensi dan 

akuntabilitas 

implementasi 

kebijakan. 

Potensi tumpang 

Tindih kewenangan 

antarinstansi dan 

resistensi birokrasi 

terhadap perubahan 

dapat menghambat 

efektivitas 

pelaksanaan 

kebijakan. 

 

Analisis Implermentasi Kebijakan 

1) Aspek Komunikasi 

Dari perspektif strengths, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan 

swasembada pangan berkelanjutan ditopang oleh adanya mekanisme penyampaian 

kebijakan yang bersifat hierarkis dan terkoordinasi dari pemerintah pusat hingga 

pemerintah daerah. Pola komunikasi tersebut didukung oleh koordinasi antarinstansi yang 

relatif berjalan dengan baik dan dipandang sebagai salah satu kunci pencapaian 

swasembada pangan. Kejelasan alur komunikasi formal memberikan rujukan yang relatif 

seragam bagi pelaksana kebijakan dalam memahami arah dan tujuan program. Namun 

demikian, dari sisi weaknesses, pemahaman kebijakan di tingkat pelaksana lapangan dan 

petani belum sepenuhnya merata. Perbedaan kapasitas penyuluh, intensitas sosialisasi yang 

belum seragam, serta keterbatasan metode komunikasi yang bersifat partisipatif 

menyebabkan sebagian pelaksana dan petani belum memahami kebijakan secara utuh. 

Kondisi ini berpotensi menghambat internalisasi kebijakan sebagai kebutuhan bersama di 

tingkat lokal. Di sisi lain, terdapat opportunities untuk memperkuat efektivitas komunikasi 

kebijakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital. Penggunaan media 

digital membuka peluang perluasan jangkauan sosialisasi kebijakan serta peningkatan 

intensitas komunikasi lintas wilayah. Selain itu, penguatan peran penyuluh pertanian 

sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan di tingkat desa berpotensi meningkatkan 

pemahaman dan penerimaan kebijakan oleh petani. Sementara itu, threats terhadap aspek 

komunikasi berasal dari kompleksitas substansi kebijakan yang berpotensi menimbulkan 

multitafsir di tingkat implementasi. Rendahnya literasi kebijakan pada sebagian petani juga 

dapat menghambat pemahaman dan adopsi program secara optimal. Tanpa strategi 

komunikasi yang sederhana, kontekstual, dan berkelanjutan, pesan kebijakan berisiko 

tidak diterjemahkan secara tepat di tingkat lapangan. 
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2) Aspek Sumber Daya 

Dari perspektif strengths, aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan 

swasembada pangan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, baik penyuluh 

maupun petani, yang relatif memadai. Dukungan alokasi pendanaan serta penyediaan 

sarana dan prasarana dari pemerintah daerah turut memperkuat pelaksanaan program 

swasembada pangan. Kondisi ini memberikan kapasitas dasar bagi daerah dalam 

menjalankan berbagai kegiatan produksi dan pendampingan pertanian. Namun demikian, 

dari sisi weaknesses, masih terdapat ketimpangan distribusi sumber daya manusia dan 

sarana prasarana antarwilayah. Keterbatasan sumber daya air serta ketersediaan lahan 

pertanian produktif di beberapa lokasi tertentu menjadi kendala struktural dalam 

peningkatan produktivitas. Ketimpangan ini menyebabkan efektivitas pemanfaatan 

sumber daya belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. Di sisi lain, 

terdapat opportunities yang dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dukungan program pemerintah pusat, serta 

penerapan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan teknologi yang adaptif berpotensi 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong peningkatan 

produktivitas tanaman pangan secara berkelanjutan. Sementara itu, threats terhadap aspek 

sumber daya berasal dari tingginya ketergantungan sektor pertanian terhadap kondisi alam 

dan iklim. Risiko penurunan kualitas sumber daya juga dapat terjadi apabila pengelolaan 

pertanian tidak dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Tanpa strategi pengelolaan 

sumber daya yang adaptif, tekanan lingkungan berpotensi melemahkan keberlanjutan 

program swasembada pangan. 

 
3) Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana 

Dari perspektif strengths, disposisi pelaksana kebijakan swasembada pangan 

ditunjukkan oleh adanya sikap positif dan komitmen yang relatif tinggi dari aparatur 

pelaksana. Dukungan kuat dari pelaksana kebijakan tercermin dalam keterlibatan aktif 

mereka dalam berbagai program dan upaya nyata di lapangan. Kondisi ini menunjukkan 

adanya keselarasan antara tujuan kebijakan dan sikap pelaksana dalam mendukung 

pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Namun demikian, dari sisi weaknesses, 

keterbatasan dukungan fasilitas dan sistem insentif masih menjadi faktor yang 

memengaruhi konsistensi motivasi pelaksana, khususnya di tingkat lapangan. Beban kerja 

yang tinggi tanpa diiringi fasilitas pendukung yang memadai berpotensi menurunkan 

semangat dan efektivitas kinerja pelaksana dalam jangka panjang. Di sisi lain, terdapat 

peluang melalui tersedianya program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia. Program-program tersebut berpotensi memperkuat pemahaman kebijakan, 

keterampilan teknis, serta rasa memiliki pelaksana terhadap kebijakan swasembada 

pangan. Penguatan kapasitas ini dapat menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kualitas 

implementasi kebijakan. Sementara itu, threats terhadap disposisi pelaksana muncul dari 

potensi kejenuhan akibat beban kerja yang tinggi dan tekanan pelaksanaan program yang 

berkelanjutan. Selain itu, menurunnya dukungan kebijakan dan sumber daya dapat 

berdampak pada penurunan komitmen pelaksana. Tanpa pengelolaan motivasi dan 

dukungan yang berkelanjutan, disposisi pelaksana berpotensi melemah. 

 
4) Aspek Struktur Birokrasi 

Dari perspektif strengths, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 

swasembada pangan didukung oleh pembagian tugas dan fungsi yang relatif jelas dalam 

struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ketersediaan regulasi dan 

standard operating procedures (SOP) memberikan pedoman pelaksanaan program serta 

menjaga konsistensi kerja aparatur dalam menjalankan kebijakan. Namun demikian, dari 
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sisi weaknesses, prosedur birokrasi dalam praktiknya masih cenderung berbelit dan 

berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Koordinasi lintas sektor yang 

belum sepenuhnya efektif juga menjadi kendala dalam merespons dinamika pelaksanaan 

kebijakan di lapangan secara cepat dan adaptif. Di sisi lain, terdapat peluang yang berasal 

dari agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Penerapan sistem 

digital dalam perencanaan, pelaporan, dan koordinasi berpotensi meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas implementasi kebijakan swasembada pangan. Sementara 

itu, threats terhadap struktur birokrasi berasal dari potensi tumpang tindih kewenangan 

antarinstansi serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Apabila tidak dikelola secara 

adaptif, kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan dan mengurangi 

fleksibilitas birokrasi dalam mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. 

 

Analisis Faktor Produktivitas Rendah 

1) Aspek Komunikasi 

Pada aspek Man, temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan 

kapasitas penyuluh pertanian berdampak langsung pada rendahnya intensitas komunikasi 

dengan petani. Beban wilayah binaan yang luas menyebabkan penyuluh tidak dapat 

melakukan pendampingan secara rutin dan mendalam. Akibatnya, pesan kebijakan 

peningkatan produktivitas tanaman pangan tidak tersampaikan secara optimal kepada 

seluruh petani. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman dan respons petani 

terhadap kebijakan yang disosialisasikan. Dari perspektif Money, keterbatasan alokasi 

anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan menjadi faktor penghambat 

utama. Anggaran yang terbatas membatasi frekuensi pertemuan, kegiatan penyuluhan, 

serta pengembangan media komunikasi yang lebih efektif. Akibatnya, proses komunikasi 

kebijakan berlangsung secara terbatas dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan pendanaan memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas komunikasi 

kebijakan pertanian. Pada aspek Method, metode sosialisasi kebijakan masih didominasi 

oleh pendekatan top-down dan belum sepenuhnya partisipatif. Penyampaian informasi 

lebih banyak bersifat instruktif, dengan ruang dialog yang terbatas bagi petani untuk 

menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Kondisi ini menyebabkan 

komunikasi kebijakan kurang responsif terhadap variasi kondisi lokal dan pengalaman 

petani. Akibatnya, kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan 

bersama. Selanjutnya, dari sisi Machine, minimnya dukungan teknologi informasi di 

tingkat desa turut memengaruhi efektivitas komunikasi kebijakan. Keterbatasan akses 

terhadap media digital dan sarana informasi modern menyebabkan penyampaian pesan 

kebijakan masih bergantung pada metode konvensional. Kondisi ini menghambat 

penyebaran informasi secara cepat dan merata. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi 

informasi belum optimal dalam mendukung komunikasi kebijakan pertanian. Sementara 

itu, dalam perspektif Market, informasi terkait akses pasar dan harga hasil pertanian belum 

terintegrasi secara memadai dalam komunikasi kebijakan. Petani belum memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai peluang pasar dan jaminan harga yang menguntungkan. 

Ketidakhadiran informasi pasar ini menyebabkan petani kurang termotivasi untuk 

meningkatkan produktivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi dimensi pasar 

dalam komunikasi kebijakan sangat penting untuk mendorong partisipasi petani. 

 
2) Aspek Sumber Daya 

Pada aspek Man, keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari kekurangan tenaga 

penyuluh dan teknisi lapangan yang mendukung kegiatan pertanian. Kondisi ini 

menyebabkan pendampingan teknis kepada petani tidak dapat dilakukan secara intensif 

dan berkelanjutan. Akibatnya, proses adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas petani 
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berjalan lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan dan kompetensi SDM 

merupakan prasyarat penting dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan. Dari 

perspektif Money, keterbatasan anggaran menjadi faktor krusial yang memengaruhi 

keberlanjutan program pertanian. Dukungan pembiayaan yang terbatas menyebabkan 

beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. 

Akibatnya, upaya peningkatan produktivitas berjalan secara parsial dan kurang berdampak 

signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang berkelanjutan 

dalam kebijakan pertanian. Pada aspek Method, mekanisme distribusi bantuan pertanian 

belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil petani. Penentuan jenis dan jumlah bantuan 

masih bersifat umum dan kurang mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah dan petani. 

Akibatnya, sebagian bantuan sulit dimanfaatkan secara optimal di lapangan. Hal ini 

menunjukkan perlunya perbaikan metode perencanaan dan distribusi bantuan agar lebih 

tepat sasaran. Selanjutnya, dari sisi Machine, keterbatasan alat dan teknologi modern 

menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Minimnya 

akses terhadap alat dan mesin pertanian menyebabkan petani masih bergantung pada 

metode konvensional yang kurang produktif. Selain itu, keterbatasan kemampuan 

pengoperasian dan perawatan alat turut memengaruhi tingkat pemanfaatannya. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa penyediaan teknologi harus diiringi dengan dukungan pendampingan 

yang memadai. Sementara itu, dalam perspektif pasar, keterbatasan akses pasar 

menyebabkan peningkatan produksi tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan 

petani. Minimnya saluran pemasaran dan fluktuasi harga membuat petani menghadapi 

ketidakpastian dalam menjual hasil panen. Kondisi ini melemahkan insentif petani 

untuk berinvestasi dalam peningkatan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan 

akses pasar merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan peningkatan 

produktivitas. 

 
3) Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana 

Pada aspek Man, sikap pelaksana kebijakan dan petani sangat menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan produktivitas. Pelaksana kebijakan 

berperan dalam mendorong dan memfasilitasi petani, sementara petani menentukan tingkat 

penerimaan dan partisipasi terhadap kebijakan. Perbedaan sikap dan kepentingan antara 

kedua pihak berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keselarasan sikap menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Dari 

perspektif Money, dukungan finansial dan insentif ekonomi memengaruhi motivasi 

pelaksana dan petani. Keterbatasan insentif yang dirasakan petani menyebabkan kebijakan 

kurang menarik untuk diadopsi secara penuh. Di sisi lain, keterbatasan dukungan anggaran 

juga memengaruhi intensitas pendampingan oleh pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa 

aspek finansial memiliki peran strategis dalam membentuk disposisi aktor kebijakan. Pada 

aspek Method, kebutuhan akan pendekatan pendampingan yang lebih partisipatif menjadi 

semakin penting. Pendekatan yang masih bersifat instruktif belum sepenuhnya mampu 

membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif petani. Akibatnya, kebijakan sering 

dipersepsikan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Kondisi ini menghambat 

terbentuknya komitmen bersama dalam peningkatan produktivitas. Selanjutnya, dari sisi 

Machine, penerimaan teknologi baru oleh petani sangat dipengaruhi oleh kesesuaian 

teknologi dengan kondisi lokal. Keterbatasan pemahaman dan pengalaman dalam 

menggunakan teknologi baru meningkatkan persepsi risiko usaha tani. Dalam kondisi ini, 

teknologi belum sepenuhnya menjadi pendorong peningkatan produktivitas. Hal ini 

menunjukkan pentingnya pendampingan dalam proses adopsi teknologi. Sementara itu, 

dalam perspektif Market, motivasi petani untuk meningkatkan produksi sangat 

dipengaruhi oleh kondisi harga dan akses pasar. Ketika harga stabil dan akses pasar 
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terbuka, petani lebih terdorong untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketidakpastian 

pasar memperkuat sikap kehati-hatian petani. Kondisi ini menegaskan bahwa kepastian 

pasar merupakan faktor kunci dalam membentuk disposisi petani. 

 
4) Aspek Struktur Birokrasi 

Pada aspek Man, kapasitas aparatur birokrasi memengaruhi efektivitas implementasi 

kebijakan pertanian. Keterbatasan kompetensi dan beban kerja aparatur menyebabkan 

pelaksanaan program tidak selalu berjalan optimal. Akibatnya, koordinasi dan 

pengambilan keputusan di tingkat lapangan sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting dalam 

struktur birokrasi. Dari perspektif Money, dukungan anggaran memengaruhi efisiensi 

operasional birokrasi dalam menjalankan program pertanian. Keterbatasan dana 

operasional membatasi ruang gerak aparatur dalam merespons kebutuhan lapangan secara 

cepat. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan menjadi kurang fleksibel. Hal ini menunjukkan 

bahwa aspek pembiayaan berpengaruh langsung terhadap kinerja birokrasi. Pada aspek 

Method, prosedur kerja yang masih kaku menjadi kendala dalam adaptasi kebijakan 

terhadap dinamika lapangan. Penekanan pada kepatuhan prosedural sering kali 

mengurangi ruang inovasi dan inisiatif aparatur. Akibatnya, kebijakan dijalankan secara 

rutin tanpa penyesuaian yang signifikan. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan 

dalam meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dari sisi Machine, pemanfaatan sistem 

informasi dan teknologi digital dalam birokrasi belum optimal. Keterbatasan integrasi data 

dan penggunaan sistem informasi menyebabkan proses perencanaan dan evaluasi 

kebijakan kurang berbasis data. Akibatnya, pengambilan keputusan belum sepenuhnya 

akurat dan responsif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem informasi pertanian. 

Sementara itu, dalam perspektif Market, birokrasi yang lamban dapat menghambat respons 

cepat terhadap dinamika pasar pertanian. Keterlambatan dalam merespons fluktuasi harga 

dan permasalahan pemasaran berdampak langsung pada petani. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa struktur birokrasi perlu lebih adaptif agar kebijakan pertanian mampu merespons 

perubahan pasar secara efektif. 

 

Analisis Strategi Kebijakan 

1) Aspek Komunikasi 

a) Faktor Internal 

Dari perspektif faktor internal, aspek komunikasi menunjukkan adanya strengths 

yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan swasembada pangan berkelanjutan di 

Kabupaten Barito Selatan. Pola komunikasi yang bersifat dua arah antara pemerintah 

pusat, provinsi, dan pemerintah daerah memberikan ruang bagi pertukaran informasi 

dan koordinasi kebijakan secara berjenjang. Keberadaan penyuluh pertanian sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat lapangan menjadi elemen kunci 

dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada petani. Mekanisme sosialisasi 

melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pertemuan kelompok tani menjadi dasar 

tersampaikannya kebijakan secara langsung kepada sasaran program. Namun 

demikian, strengths internal tersebut masih dihadapkan pada sejumlah weaknesses 

yang membatasi efektivitas strategi komunikasi. Kejelasan dan konsistensi pesan 

kebijakan yang diterima oleh pelaksana lapangan dan petani belum sepenuhnya 

optimal. Perbedaan interpretasi kebijakan antar pelaksana, keterbatasan frekuensi 

sosialisasi, serta minimnya pemanfaatan media komunikasi berbasis teknologi 

menyebabkan informasi kebijakan belum dipahami secara merata. Kondisi geografis 

Kabupaten Barito Selatan yang luas dan sebagian wilayahnya sulit dijangkau turut 
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memperkuat tantangan komunikasi, sehingga penyampaian pesan kebijakan 

berpotensi tidak merata di seluruh wilayah sasaran. 

 
b) Faktor Ekternal 

Dari perspektif faktor eksternal, aspek komunikasi dihadapkan pada sejumlah 

opportunities yang berpotensi memperkuat efektivitas penyampaian kebijakan. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang pemanfaatan 

digitalisasi penyuluhan pertanian, penggunaan media sosial, serta platform informasi 

berbasis daring untuk memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan. Selain itu, 

meningkatnya perhatian pemerintah terhadap transformasi digital di sektor pertanian 

memberikan ruang inovasi dalam merancang strategi komunikasi kebijakan yang 

lebih adaptif, cepat, dan mudah diakses oleh petani. Di sisi lain, faktor eksternal juga 

menghadirkan threats yang dapat menghambat efektivitas komunikasi kebijakan. 

Rendahnya literasi digital sebagian petani, keterbatasan infrastruktur jaringan 

komunikasi di wilayah pedesaan, serta potensi distorsi informasi akibat lemahnya 

koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama. Apabila threats tersebut tidak 

diantisipasi melalui penguatan koordinasi dan strategi komunikasi yang terencana, 

maka pemahaman kebijakan di tingkat petani berisiko rendah dan berdampak pada 

menurunnya efektivitas implementasi program peningkatan produktivitas tanaman 

pangan. 

 
2) Aspek Sumber Daya 

a) Faktor Internal 

Dari perspektif faktor internal, aspek sumber daya menunjukkan adanya 

strengths yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya 

manusia aparatur dan penyuluh pertanian yang secara kuantitas dinilai cukup menjadi 

modal internal dalam mendukung kebijakan swasembada pangan di Kabupaten Barito 

Selatan. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN, serta keberadaan 

sarana dan prasarana pertanian dasar, memberikan fondasi awal bagi upaya 

peningkatan produktivitas tanaman pangan. Namun demikian, strengths internal 

tersebut masih dihadapkan pada sejumlah weaknesses struktural yang membatasi 

efektivitas strategi sumber daya. Kualitas dan kompetensi teknis sumber daya 

manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi pertanian modern, masih belum 

optimal. Selain itu, distribusi sarana dan prasarana pertanian yang belum merata, 

kondisi jalan usaha tani yang kurang memadai, serta keterbatasan anggaran 

operasional turut menghambat pemanfaatan sumber daya secara maksimal dan 

berkelanjutan. 

 
b) Faktor Ekternal 

Dari perspektif faktor eksternal, terdapat opportunities yang dapat dimanfaatkan 

untuk memperkuat strategi sumber daya. Dukungan program nasional swasembada 

pangan, potensi kerja sama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, serta mitra 

pembangunan lainnya membuka ruang bagi penguatan sumber daya melalui 

pendanaan alternatif, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi pertanian. Peluang 

ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi sumber daya yang lebih 

berkelanjutan dan tidak semata bergantung pada anggaran daerah. Di sisi lain, faktor 

eksternal juga menghadirkan threats yang perlu diantisipasi secara strategis. 

Ketergantungan pada alokasi anggaran pemerintah pusat, fluktuasi fiskal daerah, serta 

meningkatnya kebutuhan sumber daya akibat tantangan perubahan iklim dan 

dinamika harga input pertanian berpotensi melemahkan keberlanjutan implementasi 
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kebijakan. Apabila threats ini tidak dikelola secara adaptif, maka stabilitas penyediaan 

sumber daya pertanian berisiko terganggu dalam jangka panjang. 

 
3) Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana 

a) Faktor Internal 

Dari perspektif faktor internal, aspek disposisi menunjukkan adanya strengths 

yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan. Komitmen normatif aparatur Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung kebijakan swasembada pangan 

berkelanjutan menjadi modal penting dalam pelaksanaan program. Orientasi pada 

pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan 

nasional tercermin dalam sikap pelaksana kebijakan yang berupaya menjalankan 

program secara konsisten meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Namun 

demikian, pada dimensi internal juga ditemukan weaknesses yang memengaruhi 

efektivitas disposisi pelaksana. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan, sasaran, dan 

langkah-langkah kebijakan belum sepenuhnya seragam. Perbedaan interpretasi 

kebijakan, variasi tingkat motivasi, serta minimnya sistem insentif berbasis kinerja 

berpotensi menurunkan konsistensi dan kualitas implementasi kebijakan di tingkat 

lapangan. 

 
b) Faktor Ekternal 

Dari perspektif faktor eksternal, terdapat opportunities yang dapat dimanfaatkan 

untuk memperkuat disposisi pelaksana. Penguatan kepemimpinan birokrasi, 

pengembangan budaya kerja berbasis kinerja, serta penerapan sistem penghargaan dan 

sanksi yang lebih objektif membuka ruang bagi peningkatan profesionalisme 

aparatur. Reformasi manajemen aparatur sipil negara berpotensi memperkuat 

komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Di sisi lain, faktor 

eksternal juga menghadirkan threats yang dapat memengaruhi keberlanjutan disposisi 

pelaksana. Kejenuhan birokrasi, tingginya beban kerja, rotasi dan mutasi pegawai, 

serta lemahnya pengawasan internal berpotensi menurunkan motivasi aparatur. 

Apabila kondisi ini tidak dikelola secara sistematis, maka efektivitas implementasi 

kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan berisiko melemah. 

 
4) Aspek Struktur Birokrasi 

a) Faktor Internal 

Dari perspektif faktor internal, aspek struktur birokrasi menunjukkan adanya 

strengths yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas dan fungsi 

yang relatif jelas dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Barito Selatan, serta ketersediaan regulasi dan standard operating 

procedures (SOP), memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan program 

swasembada pangan. Kejelasan kewenangan dan pola koordinasi antarbidang menjadi 

dasar bagi pelaksanaan program secara terstruktur dan terencana. Namun demikian, 

pada dimensi internal juga ditemukan weaknesses struktural yang membatasi 

efektivitas birokrasi. Prosedur birokrasi yang masih cenderung berbelit dalam 

praktiknya memperlambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi lintas 

sektor, khususnya dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan. Selain itu, potensi 

tumpang tindih tugas dan ego sektoral antarunit kerja menjadi kendala dalam 

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. 
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b) Faktor Ekternal 

Dari perspektif faktor eksternal, terdapat opportunities yang dapat dimanfaatkan 

untuk memperbaiki dan memperkuat struktur birokrasi. Agenda reformasi birokrasi 

dan digitalisasi tata kelola pemerintahan membuka peluang penyederhanaan prosedur, 

integrasi sistem informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Apabila peluang 

ini dimanfaatkan secara terencana dan konsisten, maka kinerja birokrasi sektor 

pertanian berpotensi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, 

faktor eksternal juga menghadirkan threats yang perlu diantisipasi. Potensi 

tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta resistensi birokrasi terhadap 

perubahan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Dalam jangka 

panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan peningkatan 

produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan petani. 

 

KESIMPULAN 

1. Implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan di Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan merupakan proses kebijakan yang secara normatif 

telah dirancang dengan cukup komprehensif, namun dalam praktiknya masih menghadapi 

berbagai keterbatasan struktural dan kontekstual yang memengaruhi capaian produktivitas 

tanaman pangan. 

2. Pada dimensi komunikasi, kebijakan swasembada pangan berkelanjutan telah 

disosialisasikan melalui mekanisme formal dan jalur birokrasi yang jelas, dengan 

penyuluh pertanian berperan sebagai aktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan 

petani, namun komunikasi kebijakan tersebut masih cenderung bersifat top-down dan 

prosedural. 

3. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan 

prasarana pertanian secara umum telah ada, namun belum dikelola secara optimal dan 

berkeadilan. 

4. Dari sisi disposisi, aparatur pada umumnya menunjukkan kesediaan dan kepatuhan dalam 

menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun komitmen tersebut 

belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku petani. 

5. Pada dimensi struktur birokrasi, kejelasan tugas dan fungsi organisasi telah terbentuk 

secara formal, namun koordinasi lintas bidang dan lintas program masih belum terintegrasi 

secara optimal. 

6. Dengan demikian, rendahnya produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Barito Selatan 

dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. 

Faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas tanaman pangan di Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan mengakibatkan rendah? 

1. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya produktivitas tanaman pangan di Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan disebabkan oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sumber daya, sarana prasarana, kondisi 

wilayah, maupun implementasi kebijakan pertanian. Faktor utama yang menyebabkan 

rendahnya produktivitas tanaman pangan adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan 

pertanian sesuai tata ruang wilayah, sehingga pengembangan kawasan pertanian belum 

terintegrasi secara spesifik dan terpadu, kondisi lahan yang sebagian merupakan lahan 

marginal, seperti lahan gambut, lahan kritis, dan lahan terlantar, menyebabkan 

produktivitas tanaman pangan sulit meningkat secara maksimal. Faktor alam juga menjadi 

tantangan tersendiri, seperti banjir, kondisi rawa, serta kerusakan jaringan irigasi rawa 

yang masih banyak ditemukan pada berbagai daerah irigasi di Kabupaten Barito Selatan. 

Kerusakan saluran tersier, pintu air, dan belum optimalnya fungsi jaringan irigasi 
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menyebabkan distribusi air pertanian belum berjalan efektif sehingga mempengaruhi hasil 

produksi tanaman pangan. 

2. Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih 

belum merata antar kecamatan. Beberapa wilayah masih memiliki jumlah alsintan yang 

sangat terbatas dan ditemukan pula alsintan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak 

berat akibat lemahnya sistem pemeliharaan dan minimnya dukungan teknis pasca 

distribusi. 

3. Strategi implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan yang efektif 

diterapkan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Keberhasilan implementasi kebijakan 

swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya ditentukan 

oleh besarnya program dan bantuan pemerintah, tetapi sangat bergantung pada sinergi 

antaraktor, efektivitas tata kelola kebijakan, pemerataan sumber daya pertanian, serta 

keberlanjutan dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pertanian yang 

produktif, mandiri, dan berdaya saing guna mewujudkan ketahanan pangan daerah secara 

berkelanjutan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pemenuhan 

kebutuhan pangan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

perlu memperkuat pola komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif, dialogis, dan 

berorientasi pada kebutuhan petani. Penyuluhan pertanian tidak hanya difokuskan pada 

penyampaian program secara administratif, tetapi juga diarahkan pada peningkatan 

pemahaman, kesadaran, serta perubahan perilaku petani agar lebih adaptif terhadap inovasi 

dan teknologi pertanian modern. 

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan sumber daya pertanian, 

baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran. Peningkatan 

kapasitas penyuluh pertanian dan petani perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui 

pelatihan teknis, pendampingan intensif, serta penguatan kompetensi pengelolaan usaha 

tani berbasis produktivitas dan keberlanjutan. 

3. Perlu dilakukan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, khususnya jaringan 

irigasi rawa, saluran tersier, dan pintu air yang mengalami kerusakan, agar distribusi air 

pertanian dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan intensitas tanam. Selain 

itu, pengembangan infrastruktur pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah 

lahan rawa dan lahan marginal di Kabupaten Barito Selatan. 

4. Distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) perlu dilakukan secara lebih merata dan 

berbasis kebutuhan wilayah, disertai dengan sistem pemeliharaan, pengawasan, dan 

dukungan teknis pasca distribusi yang jelas. Dengan demikian, bantuan (alsintan) tidak 

hanya bersifat bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi produksi pertanian masyarakat. 

5. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas bidang, lintas program, dan lintas 

sektor dalam implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan agar seluruh 

program pertanian dapat berjalan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil. 

Integrasi kebijakan antara aspek produksi, distribusi, pemasaran, dan pemberdayaan petani 

menjadi penting untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. 

6. Dalam rangka meningkatkan motivasi petani, pemerintah daerah perlu mengembangkan 

kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada 
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peningkatan kesejahteraan petani melalui kepastian harga hasil panen, akses pasar, 

dukungan permodalan, serta penguatan kelembagaan petani. Dengan adanya jaminan 

ekonomi yang lebih baik, petani diharapkan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman pangan. 

7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait 

implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih 

luas, seperti analisis kelembagaan, tata kelola pertanian berbasis wilayah, ataupun 

pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya juga dapat 

mengkaji aspek keberlanjutan pasar, digitalisasi pertanian, dan ketahanan pangan daerah 

secara lebih komprehensif. 
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